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A. JUDUL PENELITIAN 
WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM IMAM SYAFI’I 
DAN HAZAIRIN 
 
B. BIDANG ILMU 
HUKUM ISLAM 
 
C. LATAR BELAKANG 
       Seluruh hukum yang telah  ada dan berlaku sekarang ini di samping 
hukum perkawinan, maka hukum  kewarisan  merupakan bagian dari 
hukum kekekuargaan yang memegang peranan yang sangat penting, 
bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang 
berlaku dan berkembang dalam  masyarakat  itu sendiri. Hal ini semua 
disebabkan karena hukum kewarisan itu sangat erat dan dekat kaitannya 
dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahkan setiap manusia pasti 




       Jika ada peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang sekaligus 
menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusanya dan 
kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. 
Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa 
hukum akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum kewarisan. Jadi 
kewarisan dapat dikatakan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur 
hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris 
atau badan hukum lainnya. 
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       Urgensinya hukum kewarisan itu terbukti dari hasil penelitian para 
mahasiswa fakultas hukum Universitas Jayabaya Jakarta dalam rangka 
memenuhi persyaratan  mengikuti ujian Hukum Islam II pada periode 
tahun kuliah 1978/1979 dan 1979/1980, terlihat dalam statistik perkara 
yang masuk dan ditetapkan oleh Peradilan Agama di Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Raya, masalah kewarisan menempati urutan ke 2 setelah 
masalah perkawinan (Nikah, Talak, dan Rujuk).
2
 
       Dari contoh hasil penelitian tersebut bukan  berarti  masalah 
kewarisan lebih sedikit dari masalah perkawinan, tentulah tidak demikian, 
karena masih banyak lagi kasus-kasus kewarisan yang tidak yang tidak 
diajukan kepengadilan Agama. Misalnya diselesaikan melalui ulama’-
ulama’ , diselesaikan sendiri oleh para ahli waris ataupun melalui 
Peradilan Umum. Karena statistik itu hanya diambil dari perkara 
kewarisan yang masuk ke Pengadilan Agama saja. 
       Sebagaimana diungkapkan di atas, bahwa bentuk dan sistem hukum 
dalam hal hukum kewarisan sangat erat dan melekat kaitannya dengan 
bentuk masyarakat yang ada dalam suatu tempat. Apabila dapat dikatakan 
bahwa hukum adalah merupakan salah satu aspek kebudayaan baik yang 
bersifat rohaniyah  atau spiritual maupun kebudayaan yang bersifat 
jasmaniyah, inilah barangkali salah satu penyebab kenapa adanya beraneka 
ragam sistem hukum, terutama hukum kewarisan. Hukum menentukan 
bentuk masyarakat, masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba 
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mengenalnya pada pokok-pokoknya dengan mempelajari hukum yang 
berlaku dalam masyarakat tersebut.
3
 
       Hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari sisten 
hukum kekeluargaan berpokok pangkal pada sistem menarik garis 
keturunan, pada pokoknya dikenal tiga macam sistem keturunannya yaitu: 
1. Sistem patrilinial, yaitu sistem yang pada prinsipnya adalah menarik 
garis keturunan, di mana seseorang itu menghubungkan dirinya kepada 
ayah dan seterusnya kepada ayahnya ayah samapai pada suatu titik 
nenek moyangnya yang laki-laki, dan karenanya mereka menganggap 
semuanya termasuk  satu clan yang patrilinial. 
2. Sistem matrilinial, di mana setiap orang selalu menghubungkan dirinya 
kepada ibunya dan seterusnya ke atas kepada ibunya ibu dan 
karenanya semua mereka menganggap termasuk clan ibunya. 
3. Sistem bilateral atau parental, di mana setiap orang merasa mempunyai 
hubungan baik melalui garis bapak  maupun garis ibu. Di sini tidak 




Bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sistem menarik dari garis 
keturunan di atas tadi, maka akan membawa konsekuensi terhadap orang-
orang yang berhak tampil sebagai ahli waris, ini merupakan titik pangkal 
yang menjadi dasar permasalahan dalam kewarisan. Lalu banyak 
memunculkan interpretasi di kalangan para ahli hukum Islam, seperti 
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misalnya terdapat mazhab Hanafi, Syafi’i, Maliki dan Hanbali dan juga 
tidak ketinggalan golongan Syi’ah dan terakhir adalah pendapat atau 
ajaran Hazairin yang merupakan pendapat baru di Indonesia. Namun pada 
pokoknya dapat disimpulkan ada dua golongan besar yaitu pendapat ahli 
sunnah dalam hal ini diwakili imam mazhab Syafi’i dan ajaran Hazairin.5 
       Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka penulis 
bertekat mengangkat tema berjudul Wasiat Wajibah dalam Perspektif 
Hukum Imam Syafi’i dan Hazairin. 
 
D. PERUMUSAN MASALAH 
       Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis 
berusaha dan bertekat untuk mengkaji secara mendalam mengenai masalah 
yang terkait dan berhubungan dengan kewarisan Islam khususnya 
mengenai wasiat wajibah dalam perspektik hukum Imam Syafi’i dan 
Hazairin. Dari tema tersebut dapat di munculkan beberapa mermasalahan 
yang harus dijawab di antaranya: 
1. Bagaimana pemahaman wasiat wajibah menurut hukum Imam Syafi’i. 
2. Bagaimana pemahaman wasiat wajibah menurut Hazairin. 
 
E. TUJUAN PENELITIAN 
Adapun tujuajuan diadalakan penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman wasiat wajibah menurut 
hukum Imam Syafi’i 
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman wasiat wajibah menurut 
Hazairin. 
 
F. MANFAAT PENELITIAN 
        Penelitian tentang wasiat wajibah dalam perspektif hukum imam 
Syafi’i dan Hazairin ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 
teoritis dan maupun secara praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan hasilnya nanti dapat menjadi bahan informasi 
hukum Islam  bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu 
hukum Islam, mengenai kewarisan dan wasiat wajibah menurut Imam 
Syafi’i dan Hazairin. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat 
pada umumnya yang akan melakukan pembagian warisan dan membuat 
wasiat maupun wasiat wajibah terhadap kerabatnya yang dituju untuk 







G. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan 
1. Penertian Kewarisan 
       Pengertian kewarisan dapat dijumpai dalam bergai literatur dalam 
hukum Islam, di antaranya digunakan dengan istilah istilah yang berbeda, 
yaitu seperti faraidh, fiqih mawaris, dan hukum waris. Perbedaan ini 
terjadi dalam penamaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam 
pembahasan. Sedangkan kata yang lazim digunakan adalah kata faraidh. 
Lafal faraidh adalah bentuk jamak dari kata faridhah yang mengandung 
arti mafrudhah, yang sama artinya dengan muqaddarah yaitu suatu yang 
ditetapkan bagiannya secara jelas. 
       Sedangkan penggunakan kata mawaris lebih condong kepada yang 
menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris 
yang masih hidup. Sebab kata mawaris merupakan bentuk plural dari kata 
miwras yang berarti maurus, yaitu harta yang diwarisi.
6
 
       Dalam istilah hukum yang baku, digunakan kata kewarisan dengan 
mengambil kata asal “waris”  dengan tambahan awalan ke dan akhiran an. 
Kata waris itu sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat 
berarti pula proses. Dalam arti pertama mengandung arti hal ikhwal orang 
yang menerima harta warisan. Dalam arti kedua mengandung arti hal 
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ikhwal peralihan harta dari yang meninggal kepada orang yang masih 
hidup. Arti yang kedua inilah yang digunakan dalam istilah hukum.
7
 
       Sedangkan daam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 huruf a 
disebutkan mengenai definisi hukum kewarisan adalah hukum yang 
mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) 





2. Azas-Azas Hukum Kewarisan Islam. 
a. Azas Ijbari 
b. Azas Bilateral 
c. Azas Individual 
d. Azas Keadilan berimbang 
e. Azas Akibat kematian.9 
 
3. Orang Yang Mendapatkan Kewarisan 
Berbicara masalah orang yang berhak mendapatkan kewarisan tidak 
terlepas dari kajian masalah mengenai sebab-sebab orang yang 
mendapatkan kewarisan. Yaitu diantaranya adalah: 
a. Karena adanya hubungan darah atau kekerabatan 
b. Karena hubungan perkawinan atau semenda 
c. Karena memerdekakan si mayit 
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d. Karena sesama Islam. 
4. Orang Yang Tidak dapat Mendapatkan Kewarisan 
Mengenai orang yang tidak dapat mendapatka kewarisan ini dikarenakan 
oleh beberapa hal atau sebab di antaranya : 
1. Halangan Kewarisan 
Dalam hal hukum kewarisan Islam yang menjadi penghalang bagi 
sesorang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan disebabkan karena: 
a. Pembunuh 
b. Karena perbedaan agama 
2. Kelompok Keutamaan dan Hijab 
       Sebagaimana hukum yang lainnya, hukum waris Islam juga mengenal 
pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, 
misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih utama dari pada saudara, 
ayah juga lebih utama kepada anak dari pada kakek. Kelompok keutamaan 
ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya 
saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau seibu, sebab 
saudara kandung mempunyai hubungan dua garis penghubung yaitu ayah 
dan ibu. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat 
1. Pengertian Wasiat 
Secara bahasa wasiat artinya berpesan. Kata wasiat disebut dalam al-
Qur’an sebanyak 9 kali. Dalam bentuk kata kerja, wasiat disebut 14 kali, 
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dan dalam bentuk kata benda jadian wasiat disebut 2 kali. Sehingga 
seluruhnya ada 25 kali penyebutannya dalam al-Qur’an. 
       Satu pendapat mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang 
disandarkan pada sesudah meninggalnya si pewasiat dengan jalan tabarru’  
(kebaikan tanpa menuntut imbalan). Pengertian tersebut untuk 
membedakan antara wasiat dan hibah. Karena jika hibah berlaku sejak 
pemberi menyerahkan pemberiaanya, dan diterima oleh yang 
menerimanya, maka wasiat berlaku setelah pemberi meninggal. Hal yang 
demikian sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh fuqaha’ 
Hanafiyah bahwa wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak 
kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat 
secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa 
kematian seseorang yang memberi wasiat.
10
 
       Dalam Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wasiat adalah sebagai 
berikut: “pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau 
lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”11 
       Dalam terminologi hukum perdata positif, sering disebut dengan 
istilah testament. Namun demikian ada perbedaan-perbedaan yang 
prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dengan testament, terutama 
yang menyangkut kriteria dan persyaratannya. Sehingga di sini Kompilasi 
Hukum Islam mencoba mengambil jalan tengah, yaitu meskipun wasita 
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transaksi tabarru’ , agar pelaksanaanya mempunyai kekuatan hukum, perlu 
ditata sedemikian rupa agar diperoleh ketertiban dan kepastian hukum. 
 
2. Hukum Wasiat 
       Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ditegaskan setatus hukum 
wasiat. Para ulama’ berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat. 
Mayoritas ulama’ berpendapat bahwa wasiat tidak wajib, baik kepada 
kedua orang tua maupun kepada kerabat yang sudah menerima warisan. 
Begitu pula kepada mereka yang karena sesuatu hal tidak mendapatkan 
bagian warisan. Alasannya, seandainya wasiat wajib, niscaya Nabi saw 
telah menjelaskannya. Akan tetapi Nabi saw tidak menjelaskannya. Lagi 
pula beliau menjelang meninggal tidak berwasiat apa-apa. 
       Para sahabat dalam prakteknya juga tidak melakukan wasiat. Namun 
menurut Sayid Sabiq, para sahabat mewasiatkan sebagian hartanya untuk 
taqarrub kepada Allah SWT. Menurut mayoritas ulama’ kebiasaan 
semacam itu dinilainya sebagai ijma’ sukuti, bahwa wasiat bukan fardu 
ain. 
       Implikasi wasiat yang dipahami mayoritas ulama’ tersebut adalah 
kewajiban wasiat anya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat. Tetapi 
apabila tidak berwasiat, maka tidak perlu dipenuhi.
12
 
       Sedangkan menurut Abu dawud, ibnu Hazm, dan ulama’ salaf 
berpendapat bahwa wasiat hukumnya fardu ain (kewajiban individual). 
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Mereka beralasan surat albaqarah ayat 180 dan surat annisa’ ayat 11 dan 
12 “...sesudah dipenuhi wasiat-wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah 
dibayar hutang-hutangnya...”. 
       Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Dawud al-Zahiry, Ibnu 
jarir al-Tabary dan sebagian Ulama’ tabi’in, yaitu wasiat hukumnya wajib. 
Mereka beralasan yang dinasakh oleh ayat warisan adalah wasiat yang 
diberikan kepada ibu bapak dan kerabat yang sudah ditentukan bagian 
warisannya. Karena itu mereka yang tidak menerima warisan tidak 
termasuk bagian yang dinasakh. 
       Sedangkan Imam Malik mengemukakan pendapat yang realistis, 
menurutnya, jika si mati tidak berwasiat, maka tidak perlu dikeluarkan 
harta untuk pelaksanaan wasiat, tetapi jika si mati berwasiat, maka diambil 




H. METODE PENELITIAN 
       Penelitian ini akan menggunakan metode yang sesuai dengan tema 
yang menulis teliti dengan maksud agar dapat lebih mudah dalam 
menganalisa masalah. Karena apabila dilakukan tanpa menggunakan suatu 
metode, maka penulisan hukum ini tidak akan mendapatkan hasil yang 
memuaskan. Sebelum menguaraikan metode  yang digunakan dalam 
penelitian , maka dalam penulisan hukum ini akan lebih dahulu 
memberikan arti tentang metodologi penelitian.  
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       Metodologi penelitian merupakan suatu penelitian yang menyajikan 
bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus 




       Masih menurut Sutrisni Hadi, penelitian atau research adalah usaha 
untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 
pengetahuan usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. 
       Menurut Zainuddin Ali, metodologi memiliki beberapa pengertian, 
yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik 
penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. 
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa metode penelitian 
merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk 




       Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan suatu 
penelitian untuk memperoleh data yang telah diuji kebenarannya. Namun 
untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pemikiran yang 
perlu dilakukan, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris 
atau melalui pengalaman. 
       Oleh karena itu untuk memperoleh kebenaran ilmiah maka 
digabungkan metode rasional  dan metode pendekatan empiris. 
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       Dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, metodologi 
mempunyai meranan untuk: 
1. Menambah kemampuan para ilmuan untuk mengadakan atau 
melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lebih lengkap. 
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal 
yang belum diketahui. 
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan 
penelitian interdisipliner. 
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta 
mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.
17
 
Metode penulisan hukum ini adalah uraian tentang cara bagaimana 
mengatur penulisan hukum, khususnya hukum Islam dengan usaha yang 
sebaik-baiknya. Sedangkan metodologi penelitian yang akan digunakan 
dalam pengumpulan data untuk penulisan adalah: 
 
A. Metode Pendekatan 
Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian ini, maka metode 
pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris. 
Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode pendekatan yang 
menekankan pada teori-teori hukum dan aturan aturan hukum yang 
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berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau suatu pendekatan yang 
melihat dari faktor yuridisnya. Penelitian ini di samping menggunakan 
metode-metode ilmu pengetahuan juga melihat kenyataan di lapangan.
18
 
Data diperoleh dari bahan pustaka, antara lain perundang-undangan, 
yurisprudensi, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana yang dikaitkan 
dengan ruang lingkup hukum keluarga khususnya mengenai masalah 
wasiat wajibah. 
       Metode pendekatan yuridis empiris ini merupakan cara dan prosedur 
yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti 
data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan 
mengadakan penelitian terhadap data lapangan. Penelitian dilakukan 
dengan cara membandingkan antara aturan yang ditetapkan dalam undang-
undang dengan pelaksanakan di kehidupan masyarakat. Dalam hal ini 
penulis ingin mengetahui lebih jauh dan detail tentang wasiat wajibah 
dalam perspektih hukum Imam Syafi’i dan Hazairin. 
 
B. Spesifikasi Penelitian 
       Spekasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan 
keadaan objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang 
mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, 
kemudian dianalisis. Penelitian ini tidak semata-mata melukiskan keadaan 
objek peristiwanya, melainkan dengan keyakinan tertentu mengambil 
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kesimpulan-kesimpulan umum dari bahan-bahan tentang objek 
persoalannya. 
       Bersifat deskriptif, bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan 
diperoleh suatau gambaran yang bersifat menyeluruh dan bersifat 
sistematis. Dikatakan analitis karena berdasarkan gambaran-gambaran dan 
fakta-fakta yang diperoleh melalui studi dokumen. Maka selanjutnya 
dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan dalam 
penelitian. 
       Kegiatan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah dengan 
mencari dan mengumpulkan buku-buku, dan perundang-undangan, serta 
surat kabar, majalah sebagai bahan  data untuk dicari yang berkaitan 
dengan masalah penelitian lalu untuk dianalisis secara cermat dan 
sistematis. 
       Di samping itu untuk memperoleh data guna menjawab permasalahan-
permasalahan yang timbul dalam penelitian ini akan digunakan teknik 
pengumpulan data, yaitu: 
a. Data Primer 
Karena penelitian ini jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, 
maka yang dijadikan sebagai data primer adalah data yang berasal dari 
kepustakaan, berupa buku=buku hukum, khususnya hukum Islam, kitab-
kitab fiqih, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 




b. Data Sekunder 
       Data sekunder di sini adalah data yang dijadikan pendukung dari data 
primer. Seperti informasi baik dari berita media massa maupun elektronika 
yang membahas kasus-kasus  mengenai wasiat wajibah baik menurut 
Imam Syafi’i maupun Hazairin. 
 
C. Teknik Analisis Data 
       Untuk menarik kesimpulan data yang telah terkumpul, maka 
dilakukan analisis data dengan menggunakan metode  analisis kualitatif, 
yaitu menganalisis  data dengan mendasarkan pada apa yang dinyatakan 
dalam sumber-sumber tertulis dan juga perilaku yang nyata diteliti dan 
dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh. 
       Pemilihan penggunaan metode analisis kualitatif adalah karena 
sebagian besar data yang terkumpul  bersifat kualitatif atau data yang tidak 
bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, sehingga 
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I. JADWAL PENELITIAN 
Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai Agustusi 2016, 
dengan rincian  kegiatan maupun aktivitas sebagai berikut: 
a. Pertengan bulan Maret diadakan persiapan 
b. Bulan April dmulai dilakukan penelitian 
c. Bulan Juni dan Juli diadakan penyususnan dan penulisan 
d. Bulan  Agustus penulisan laporan sudah selesai 
 
J. PERSONALIA PENELITIAN 
Nama   : Mas’ut, S. Ag., M.S.I. 
Golongan/ Pangkat : Penata/IIIC 
Jabatan Fungsional : Lektor 
NIP   : 19680308 199903 1 001 
Waktu penelitian : Maret sampai Agustus 1016 
 
K. BIAYA ANGGARAN PENELITIAN 
1. Untuk insentif  : Rp 2.000.000,- 
2. Tranportasi  : Rp    500.000,- 
3. Pembelian buku  : Rp 2.000.000,- 
4. Biaya pengetiakan  : Rp    200.000,- 
5. ATK   : Rp    300.000,- 
 
Jumlah   : Rp 5.000.000,-    
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